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PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA PADA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAK KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANYUMAS,

bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengelolaan Keuangan

Daerah Kabupaten Banyumas dan dalam rangka meningkatkan kinerja

organisasi maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas
Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Pejabat dan Tatakerja pada Badan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupéten Banyumas.

1,

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Tengah;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Laerah (Lembaran Negara Tahun 2003,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);



Menetapkan

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M PAN/4/2003 Nomor
17 Tahun 2003 tentang Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Daerah Kabupalen Banyumas Nomor 12 Tahun 2004
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupater Banyumas (Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 11 Seri D).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN
TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA PADA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB |
KETENTIJAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

A

Raiyumas;

o

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Bupati adalah Bupati Banyumas;

Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas;

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten

Unit Palaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana sebagian

tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas yang wilayah

kerjanya dapat meliputi lenih dari satu kecamatan.

=

Jabalan Fungsional adalzh kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab,

wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan

tertentu serta bersifat mandiri.



5. jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan ya1g menunjukkan tugas, tanggung

jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Neger Sinil dalam satuan organisasi

yang dalam pelaksariaan tugasnya didasarkan pada keahian dan atau ketrampilan

tertentu dan mendasarkan pada perintah/petunjuk serta bertanqgung jawab kepada
atasan.

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari

a

t.

i

a.

Kepala Badan.

Bagizn Tata Usaha, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum,

2. Sub Bagian Keuangan dan Bina Program:
Bidang Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi, terdiri dari:
1. Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan:
2. Sub Bidang Verifikasi.

Bidang Belanja, terdiri dari:

1. Sub Bidang Belanja Pegawai:

2. Sub Bidang Be'anja Non Pegawai.
Bidang Pendapatan dan Aset, terdiri dari:

4. Sub Bidang Bina Pendapatan Daerah:

2. Sub Bidang Aset.

UPT,

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB il

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, kebijakan

UMum yang ditetapkan oleh Bupati dan ketentuan lain dalam rangka optimalisasi
Pelayanan,



Pasal 4

Jntuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala
gadan mempunyai fungsi:

2
b
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penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah:

penetapan rencana dan program kerja Ladan,

pengorganisasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan
dan pengawasan di bidang pengelolaan keuangan daerah;

pengkoordinasian pemberian rekomendasi dan pelayanan umum di bidang
pengelolaan keuangan daerah;

pengarahan pelaksanaan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data:
penyelenggaraan pemberian informasi di bidang pengelolaan keuangan daerah;
pelaksanaan koordinasi d2ngan instansi pemerintah dan swasta:

pengandalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan badan;
pembinaan terhadap UPT dan Camat dalam melaksanakan tugas yang
dilimpahkan sesuai dengan lingkup tugasnya:

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 5

Uraian tugas Kepala Badan sebagai berikut:

a.

menetapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,

manetapkan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan badan sebagai pedoman
pelaksénaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatar; di bidang pengelolaan keuangan
daerah yang meliputi penyusunan anggaran daerah, pelaksanaan koordinasi
penerimaan daerah, pengelolaan aset daerah, pelaksanaan belanja daerah,
pelaksanaan bendaharawan umum daerah dan pelaksanaan pembiayaan daerah
lainnya serta pelaksanaan administrasi keuangan daerah guna optimalisasi
pelayanar;;

menandatangani Surat Permintaan Fembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar
(SPM), Cheque, Buku Kas Umum Daerah, Register Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, pengesahan Surat Pertanggungjawaban dan Daftar Pemindahan
Administrasi (DPA) serta surat-surat lainnya di bidang rengelolaan keuangan
Oaerah berdasarkan xewenangan yang dimiliki untuk kelancaran penyelenggaraan
pPembangunan daerah;



mengorganisasikan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang
pengelolaan keuangan daerah guna optimalisasi pelayanan;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluas/
rnemoimbing dan meniiai kineria bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan wgas,

mengorganisasikan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data di
bidang pengelolaan keuangan daerah guna optimalisasi pelayanan informasi dan
perumusan kebijakan;

rnemberikan informasi kebijakan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah
guna meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah,;
melaksaniakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakal lerkait baik secara formal maupun informal guna

tercapainya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas;

mengendalikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan badan untuk menunjang
kinerja badan;
mengorganisasikan kegiatan pembinaan, pemberian bimbingan dan pengawasan
teknis fungsional kepada UPT dan Camat dalam melaksanakan tugas yarg
dilimpahkan sesuai dengan lingkup tugasnya;
inelaporkan kegiatan di bidang pengelo'aan keuangan daerah sebagai
pertanggungjawaban kegiatar;,
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya dalam
rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Bagian Tata Usaha
Pasal 6

Kepaia Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan ketata
usahaan badzan.

Pasal 7

Uraian tugas Kepala Bagian Tata Usaha sebagai berikLt :

a.

mengkoordinasikan pembuatan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan
ketatausahaan badan guna tercapainya sinkronisasi penetapan rencana dan
program kerja;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan masing-masing Sub Bagian guna
tercapairya sinkronisasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

mengkoardinasikan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan kegiatan

ketataiisahaan badan guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;
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rm.

melaksanakan koordinasi dalam unjit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat,

mengarahkan pelaksanaan adminisirasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan,
kehumasan, keprolokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan
kerumahtanggaan badan, administrasi keuangan dan tugas satuan pemegang kas
dalam pengurusan gaji dan penghasilan lain pegawai serta pembiayaan kegiatan
phadan lainya;

mengkoordinasikan ~pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat,
wearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan,
nerlengkapan dan kerumahtanggaan badan;

menyelerygarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
sebagai bahan analisis kebijakan,

menyampaikan informasi kebijakan strategis badan kepada pihak yang
herkepentingan guna meningkatkan pemahaman di bidang pengelolzan keuangan;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja masing-masing
Sub Bagian untuk mengetahu kesesuaiannya dengan program kerja;

memeiiksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat:
membimbing dan meniiai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Bagian Tala Usaha kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban kegiatan;

rnelaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

Paragraf 1
Kepala Sub Bagian Umum

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyelenggaiakan administrasi

surat menyurat dan kearsipan, perpustakaan, humas dan protokol, kepegawaian serta

perlengkapan dan rumah tangga badan.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum sebagai berikut :

4.

membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Umum sebagai

pedomanr pelaksanaan tugas,



renjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
\ugas,

menyelenggarakan  pelayanan  administrasi  surat menyurat, kearsipan,

perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan
dan kerumahtanggaan badan guna optimalisasi pelayanan,

membimbing, membina dan mengawasi pelaksanaan pelayanan administrasi surat
menyurat, kearsipan, perpuslakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi
kepegawaian, perlengkapan dan kerumahlanggaan badan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas,

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaarn tugas;

menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
sebagai bahan analisis kebijakan;

memberikan informasi kebijakan teknis pelayanan administrasi surat menyurat,
kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, administrasi kepegawaian,
perlengkapan dan k2rumahtanggaan badan guna meningkatkan pemahaman;
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna

tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum kepada atasan sebagai
nertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna

tercapainya tujuan organisasi.

Paragraf 2

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program

Pasal 10

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bina Program mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan administrasi keuangan, rencana usulan kegiatan dan rencana

anggaran serta monitoring dan evaluasi kegiatan badan.

Pasal 11

Uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dain Bina Program sebagai berikut:

a,

[$)

membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bagian Keuangan dan
Bina Program sebagai pedoman pelaksanaan tugas,

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

mengelola urusan keuangan dan bina program guna menunjang kinerja badan;



h.

membimbing, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan keuangan dan bina
program guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
menyelenggarakan kegiatan administrasi  keuangan, penyusunan dokumen
perencanaan dan pelaporan yang termasuk didalamnya Akuntabilitas Kinerja
lnstansi Pemerintah/Laporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP/LAKIP), serta monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas guna kelancaran
{ugas urusan keuangan dan bina program,

mengoreksi rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran badan dari
masing-masing pimpinan kegiatan agar sesuai dengan standarisasi indeks biaya
dan rencana strategis badan serta dokumen perencanaan anggaran lainnya;
memeriksa administrasi keuangan badan guna terwujudnya tertib anggaran;
mengontrol pelaksanaan tugas satuan pemegang kas dalam pengurusan gaji dan
penghasilan lain pegawai serta dalam pembiayaan kegiatan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas:

menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
sebagai bahan analisis kebijakan;

memberikan informasi kebijakan teknis urusan keuangan dan bina program guna
rneningkatkan pemahaman;

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan dan Bina Program
kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna

tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Ketiga
Kepala Bidang Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi

Pasal 12

Kepala Bidang Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok

nengkoordinasikan kegiatan penyusunan anggaran daerah, pelaksanaan pembukuan

berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah dan pelaksanaan verifikasi keuangan
daergh.
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Pasal 13

yraian tugas Kepala Bidang Anggaran, Pembukuan dan Verifikas: sebagai berikut

mengkoordinasikan pembuatan konsap kebijaian teknis pengelolaan anggaran,
pembukuan dan verifikasi daerah guna tercapainya sinkronisasi dalam penetapan
kebijakan teknis;

mengkoordinasikan pembuatan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan
pidang anggaran, pembukuan dan verifikasi guna tercapainya sinkronisasi
penetapan rencana dan program kerja;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

mengkoordinasikan  penyelenggaraan penyusunan anggaran, pelaksanaan
pembukuan dan verifikasi guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan APBD:
mengkoordinasikan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang
anggaran, pelaksanaan pembukuan dan verifikasi guna tercapainya sinkronisasi
pelaksariaan pengelolaan keuangan daerah:

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas,

mengoreksi hasil penelitian kelengkapan administrasi dan atau persyaratan teknis
penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) dan Surat Pengesahan
Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan daerah untuk mengetahui kesesuaian
dengan persyaratan yang berlaku;

rnengarahkan pelaksanaan administrasi penyusunan anggaran, pembukuan dan
verifikasi terdasarkan rencana kegiatan sebagai bahan penyusunan kebijakan
teknis di bidang anggaran, pembukuan dan verifikasi;

mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
den Belanja Daerah (RAPBD), APBD dan Perubahan APBD serta nota
Keuangannya berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD dan AKU sebagai bahan
perumusan anggaran pada Tim Anggaran Daerah;

mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Perhitungan APBD sebagai
bahan pembahasan dengan legislatif,

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembukuan berdasarkan sistem
akuntarisi keuangan daerah sebagai bahan penyusunan laporan perkembangan
pengelolaan keuangan daerah;

melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah berdasarkan pengolahan
data sistem akuntansi keuangan daerah sebagai bahan laporan keuangan daerah
Secara berkala:



mengkoordinasikan  pelaksanaan kegiatan verifikasi berdasarkan laporan

pertanggungjawaban kegiatan dari masing-masing Unit Kerja Pengguna Anggaran,

sebagai hahan pengendalian kegiatan pengelo'aan keuangan daerah,
mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan Daftar Anggaran Satuan Kerja

(DASK),

melaksanakan monitoring dan evaluasi penyetoran Pajak Pendapatan (Ppn) dan

pajak Penghasilan (Pph) berdasarkan laporan dari para pemegang kas/bendahara

untuk mengetahui kelancaran penyetoran dan besarnya penerimaan Ppn dan Pph

di Daerah;

Q mengkoordinasikan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data guna
tercapainya sinkronisasi bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah,

¢ memberikan informasi kebijakan strategis di bidang anggaran, pembukuan dan
verifikasi guna meningkatkan pemahaman tentang pengeloiaan keuangan daerah;

s. melaksanzkan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;

. melaporkan pelaksanaan kegiatan Bicang Anggaran, Pembukuan dan Verifikasi

sebagal pertanggungjawaban kegiatan:

u.  melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna
tercapainya tujuan organisasi.

Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan

Pasal 14

Kepala Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan mempunyai tugas pokok

menyelanggarakan kegiatan penyusunan anggaran dan pelaksanaan pembukuan
berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah.

Pasal 15

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan, sebagai berikut :

a. membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan anggaran, pembukuan dan
verifikasi sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis
pengelolaan keuangan daerah;

membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Sub Bidang Anggaran dan
Pembukuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;
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menyelenggarakan penyusunan anggaran dan melaksanakan pembukuan
berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah guna optmalisasi pelayanan di
bidang anjgaran dan pembukuan,

membimbing, memoina dan mengawasi kegialan penyusunan anggaran dan
pelaksanaan pembukuan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan
keuangan daerah,;

menyiapkan materi penyusunan RAPBD dan perubahan APBD serta perhitungan
APBD dan nota keuangannya berdasarkan data dari masing-masing Unit Kerja
Pengguna Anggaran sebagai bahan pembahasan Tim Anggaran:

meneliti dan menyiapkan bahan penetapan anggaran per kegiatan berdasarkan
Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) dari Unit Kerja Pengguna Anggaran
sehagai bahan pembahasan Tim Anggaran;

menyampaikan bahan penetapan anggaran per kegiatan berdasarkan hasil
pembahasan Tim Anggaran untuk ditetapkan menjadi Daftar Anggaran Satuan
Kerja;

meneliti dan menyiapkar bahan penetapan DASK dan SKO berdasarkan APBD
dan Perubanan APBD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah:

menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi laporan keuangan dari satuan kerja
pengguna anggaran guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengggunaan
anggaran daerah;, |

mengkoordinasikan pelaksanaan pembukuan penerimaan daerah sesuai dengan
sistem akuntansi keuangan daerah untuk mengetahui perkembangan penerimaan
0an pengsiuaran keuangan daerah;

menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan daerah berupa laporan realisasi
APBD, laporan arus kas dan neraca daerah secara berkala;

malaksanakan koordinasi dalam unit kerja, aniar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas;

memberikan informasi kebijakan strategis belanja daerah guna meningkatkan
pemahaman terhadap pengelolaan keuangan caerah;

mengkoordinasikan pembinaan: pemberian bimbingan dan pengawasan teknis
fungsional UPT dan Camat dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan sesuai
dengan lingkup tugasnya:

melaporkan  kegiatan Sub Bidang Anggaran dan Pembukuan sebagai

pertanggungjawaban kegiatan;
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melaksanakan tugas iain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya
dalam rangka pencapaian tujuan organisasi,

Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Verifikasi

Pasal 16

(epaia Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas poiiok melaksanakan penyelenggaraan
;en-.cnksaan administratif terhadap realisasi pengeluaran keuangan daerah

Pasal 17

Jraiar: tugas Kepala Sub Bidang Verifikasi, sebagai berikut:
» membual konsep kebijakan teknis pengelolaan kegiatan verifikasi sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;

b membuat rencana, program keria dan jadwal kegiatan Sub Bidang Verifikasi
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan meinbagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas,

(]

o melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan alau masyarakai terkait baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat;

o  melakukan kegiatan pemeriksaan administratif terhadap realisasi pengeluaran
daerah sesuai dengan laporan pertanggung jawaban (SPJ) dari pengguna
anggaran untuk mengetahui keefektivitasan penggunaan anggaran daerah;

f menyiapkan bahan pengesahan SPJ atas pengelolaan keuangan pengguna
anggaran sesuai dengan hasil verifikasi untuk mengesahkan penggunaan
anggaran;

g melaksanakan pemantauan pengiriman SPJ atas penggunaan anggaran daerah
untuk mengetahui keefektivitasan penggunaan anggaran daerah;

n. melaksanskan pemantauan penerimaan dan penyetoran Ppn dan Pph sesuai
dengan dzta dari para Pemegang Kas untuk mengetahui besarnya pendapatan
Ppn dan Pph di lingkungan Pemerintah Daerah;

. melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan SPJ yang telah disahkan untuk
dipergunakan sebagai tanda bukti atas pelaksanaan kegiatan verifikasi;

) rmemeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan.sesuai dengan peraturan dan
prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat,

k. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan

efektiviias dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkar; pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Verifikasi kepada atasan sebagai

pertanggungjawaban kegiatan;
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Ke

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.
Bagian Keempat
Kepala Bidang Belanja

Pasal 18

paia Bidang Belanja mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyelenggaraan

Kagiatan pengelolaan helanja pegawai dan belanja non pegawai dan pengeluaran

3aerah

Pasal 19

_raian tugas Kepala Bidang Belanja, sebagai berikut -

a

G

mengkoordinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis pengelolaan belanja
daerah guna tercapainya sinkronisasi dalam penetapan kebijakan teknis;
mengkoordinasikan pembuatan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan
Bidang Belanja guna tercapainya sinkronisasi penetapan rencana dan program
kerja;

menjabzrkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
{ugas;

mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan belanja guna tercapainya
sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan belanja daerah,

mengkoordinasikan pemberian bimbingan, pembinaan dan nengawasan di bidang

belanja guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan belanja daerah;
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi:

membimiing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas;

mengoreksi hasil penelitian kelengkapan administrasi dan/atau persyaratan teknis
penertitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), Surat Perintah
Membayar (SPM) dan surat lainnya yang berkaitan dengan belanja daerah untuk
mengetahui kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku;

mengarahkan pelaksanaan pengelolaan administrasi belanja pegawai dan belanja
non pegawai berdasarkan rencana anggaran yang ada untuk memperlancar
pengeloiaan keuangan daerah;

mengkoordinasikan pelaksanaan perhitungan terhadap perubahan belanja
pegawai dan belanja non pegawai sesuai dengan laporan dari para pengguna
anggaran sebagai bahan perumusan belanja daerah;

mengkoordinasikan pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian terhadap Surat
Permintaan Pembayaran (SPP);
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- memberikan informasi kebijakan strategis belanja daerah guna meningkatkan
pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah,

0 melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
raasyarakat dan/atau masyarakat terkail baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat,

mengkoordinasikan pembinaan, pemberian bimbingan dan pengawasan teknis
fungsional UPT dan Camat dalam melaksanakan tugas yang dilimpahkan sesuai
dengan lingkup tugasnya,

melaporkan pelaksanaan kegiatan Bidang Belanja kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;

<

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi.

\=

Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai

Pasal 20

Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
kegiatan pengelolaan belanja pegawai.

Pasal 21

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Bealanja Pegawai, seb‘agai berikut :

a. membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan belanja pegawai sebagai bahan
vertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis; :

b. membuat rencana dan jadwal kegiatan Sub Bidang Belanja Pegawai sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

c. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

d.  menyelenggarakan kegiatan belanja pegawai guna optimalisasi pelayanan di
bidang belanja pegawai;

e membimbing, membina dan mengawasi pengelolaan belanja pegawai guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja pegawai;

L. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;

8. membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pe'aksanaan tugas;

. raeneliti kelengkapan administrasi dan/atau persyaratan teknis penerbitan SKPP
dan SPM untuk mengetahui kesesuaian dengan persyaratan yang berlaku;

L melaksanakan penyelenggaraan administrasi belanja pegawai sesuai dengan
pembagian tugas masing-masing pegawai sehingga pelaksanaan administrasi
belanja negawai dapat berjalan lancar;
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| r»'/pa Pt i mse Ve e i
~2/gKsanakan perriiungan 1emadzp pertaran pe z- 2 cegawar sesua dengd’

usulan belanja pegawai masng-masng ¢
«etutur2n/anggaran belanja pegawa secara ras ors danrea sts
mengroordinasikan pelaksanaan keg atan per g ahan data dan pencetakan daftar
ga) pegawal berdasarkan perubahan data pegawa: yang terjad sebaga bukt
cengel.aran belan;a pegawa

menyeleriggarakan kegialan inventarisas. pendataan dan pemutakhiran data
sebagal bahan analisis kebyakan,

. memberkan informasi kebjakan texnis pengelolaan belana pegawa guna
meningkatkan pemahaman terhadag pengelolaan belanja pegawai,

- melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
mempero.eh kesatuan pendapat;

[ ]

membina, membimbing dan mengawasi teknis fungsional UPT dan Camat dalam
melaksanakan tugas yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya,

(& ]

melaporkan kegiatan Sub Bidang Belanja Pegawai kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;

g melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna
tercapainya tujuan organisasi.

Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Belanja Non Pegawai

Pasal 22

Kepala Sub Bidang Belanja Non Pegawai mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan pengelolaan belanja non pegawai.

Pasal 23

Uraian tugas KKepala Sub Bidang Belanja Non Pegawai, sebagai berikut:
2. membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan belanja non pegawai sebagai
bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kehijakan teknis;

b.  membuat rencana dan jacwal kegiatan Sub Bidang Belanja Non Pegawai sebagai
pedomar pelaksanaan lugas,

C.  menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

d.  menyelenggarakan kegiatan belanja non pegawai guna optimalisasi pelayanan di

bidang belanja pegawai; |

rmembimbing, membina dan mengawasi pengelolaar belanja non pegawai guna

meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja psgawai;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
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membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan

efisiensi pelaksanaan tugas,

meneliti kelengkanan administrasi dan atau persyaratan teknis penerbitan SPM

untuk mengetahui kesesuaian dengan persyarzaian yang berlaku;

melaksanakan penyelenggaraan adminisirasi celanja non pegawai sesuai dengan

pembagian tugas masing-masing pegawai sehingga pelaksanaan administrasi

pelanja non pegawai dapat berjalan lancar;

melaksanakan perhitungan lerhadap perubahan belanja non pegawai sesuai

dengan usulan belanja non pegawai masing-masing pengguna anggaran untuk

mencukupi kebutuhan/anggarar; belanja nor pegawai secara rasional dan realistis:

. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap Surat Permintaan
pembayaran (SPP) belanja non pegawai berdasarkan usulan SPP dari pengguna
anggaran sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM);

! menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
sebagai bahan analisis kebijakan,

m. memberikan informasi kebijakan teknis pengelolaan belanja non pegawai guna
meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan belanja pegawai,

n. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga

masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat;

o. membina, membimbing dan mengawasi teknis fungsional UPT dan Camat dalam
melaksanakan tugas yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya;

p. melaporkan kegiatan Sub Bidang Belanja Non Pegawai kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan,

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna
tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Keiima
Kepala Bidang Pendapatan Dan Aset

Pasal 24

Kepala Bidang Pendapatan dan Aset mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan
kegiatan pengelolaan pendapatan dan aset daerah.

Pasal 25

Uraian tugas Kepala Bidang Pendapatan dan Aset, sebagai berikut :
2. mengkoordinasikan pembuatan konsep kebijakan teknis pengelolaan pendapatan
dan aset daerah guna tercapainya sinkronisasi dalam penetapan kebijakan teknis;
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-

mengkoordinasikan pembuatan rencana, program kerja dan jadwal kegiatan
Ridang Pendapatan dan Asel guna tercapainya sinkronisasi penetapan rencana
dan program kerja,

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancarar pelaksanaan
tugas,

mengkoordinasikan penyelenggaraan bidang pendapatan dan aset guna
\ercapainya sinkronisasi pelaksanaan APBD,

mengkoordinasikan pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang
pendapetan dan aset guna tercapainya sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan
keuangan daerah;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi:
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas;

mengoreksi hasil penelitian kelengkapan administrasi dan/atau persyaratan teknis
pemberian rekomendasi di bidang pendapatan dan aset daerah untuk mengetahui
kesesuaian dengan persyaratan yang berlaku;

mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran potensi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) melalui kerjasama dengan instansi terkait untuk mengetahui besarnya
potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);

mengkoordinasikan penyiapan bahan penyusunan target dan realisasi Pendapatan
Daerah sesuai dengan usulan masing-masing pengguna anggaran untuk bahan
penyusunan APBD,

melaksanakan pembinaan dan koodinasi intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan asli daerah sesuai dengan kebijakan teknis pendapatan daerah untuk
mengoptimalkan pencapaian target pendapatan daerah ;

melaksanakan upaya pengendalian terhadap pemungutan pendapatan daerah
perdasarkan laporan target dan realisasi dari masing-masing pengguna anggaran
untuk mengetahui pencapaian target dan realisasi pendapatan daerah;
mengkoordinasikan pelaksanaar kegiatan administrasi pendapatan daerah sesuai
dengan laporan penerimaan dari unit kerja terkait sehingga dapat diketahui
perkembangan penerimaan daerah,

mengkoordinasikan penyusunan laporan perkembangan penerimaan daerah
berdasarkan laporan dari unit kerja terkait sebagai bahan laporan penerimaan
daerah secara berkala:

mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan analisis kebutuhan
barang/jasa daerah sesuai data kebutuhan masing-masing unit kerja untuk

mengetahui jumlah kebutuhan barang/jasa daerah;
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Ww.

mengkoor(liﬂasikan pelaksanaan pengadaan dan distribusi barang/jasa daerah
sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia untuk mencukup: kebutuhan
parang/jasa daerah,

mangkoordinasikan pelaksanaan moniioring dan evaluasi pengadaan barang/jasa
dserah dalam rangka efeklivilas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah,
mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian pengadaan barang/jasa oleh
pengguna anggaran agar pengadaan barang/jasa sesuai dengan standar yang
ditetapkan;

mengkoordinasikan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data guna
tercapainya sinkronisasi bahan perumusan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah:;

memberikan informasi kebijakan strategis di bidang pendapatan dan aset guna
meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan pendapatan dan aset daerah;
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
tercapainya sinkronisasi pelaksanaan tugas;

melaporkan kegiatan Bidang Pendapatan dan Aset sebagai pertanggungjawaban
kegiatan;

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna

tercapairiva tujuan organisasi.

‘Paragraf 1
Kepala Sub Bidang Bina Pendapatan Daerah

Pasal 26

Kepala Sub Bidang Bina Pendapatan Daerah mempuryai tugas pokok melaksanakan

koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Pasal 27

Uraian tugas Kepala Sub Bidang Bina Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

a.

membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah sebagai bahan
pertimbaingan atasan dalam penetapan kebijakan teknis;

membuat rencana dan jadwal kegiatan Sub Bidang Bina Pendapatan Daerah
sebagaj pedoman pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

menyelenggarakan kegiatan pembinaan pendapatan daerah guna optimalisasi
pelayanan di bidang pendapatan daerah;

membimbing, membina dan mengawasi pengelolaan pendapatan daerah guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerimaan daerah;
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w)

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas,

meneliti kelengkapan administrasi dan atau persyaratan teknis pemberian insentif
kepada para pemungut PAD untuk mengetahui kesesuaian dengan persyaratan
wang berlaku,

mengontrol penyelenggaraan pembinaan pendapatan daerah sesuai dengan
pembagian ugas masing-masing pegawai sehingga pelaksanaan pemungutan
pAD dapat berjalan lancar,

:nenyelenggarakan pengukuran potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(FAD) dergan instansi terkait untuk memperoleh data potensi PAD:

renyiapkan bahan penetapan target penerimaan PAD dar Dana Perimbangan
berdasarkan data dari instansi terkait untuk dibahas dalam Tim Anggaran;
relaksanakan pembinaan, koordinasi, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi
pemungutan PAD untuk meningkatkan penerimaan PAD:

melaksanakan pengendalian terhadap pemungutan PAD berdasarkan laporan dari
instansi pemungut PAD agar realisasi penerimaan sesuai dengan target yang telah
ditentukan;

melaksanakan administrasi penerimaan bagi hasil pajak/bukan pajak dan dana
perimbargan serta penerimaan daerah lainnya berdasarkan data/laporan dari
instansi terkait;

menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
sebagéi bahan analisis kebijakan;

memberikan informasi kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah guna
meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan pendapatan daerah,; '
melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
rnasyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
meinperoleh kesatuar pendapat;

membina, membimbing dan mengawasi teknis fungsional UPT dan Camat dalam
melaksanakan tugas yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya,

melaporkan kegiatan Sub Bidang Bina Pendapatan Daerah kepada atasan sebagai
pertangg'ungjawaban kegiatan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna
tercapainya tujuan organisasi.

Paragraf 2
Kepala Sub Bidang Aset
Pasal 28

Kepala Sub Bidang Aset mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi dan.

analisis kebutuhan barang/jasa daerah, pengadaan dan distribusi barang/jasa daerah.
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Pasal 29

(aian ugas Kepala Sub Bidang Aset, sebagai beriut

]

membuat konsep kebijakan teknis pengelolaan asel daerah sebagai bahan
pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan teknis,
membuat rencana dan jadwal kegiatan Sub Bidang Aset sebagai pedoman
pelaksanaan tugas,
meniabarkan dan membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan
tugas,
menyelenggarakan kegiatan pengelolaan aset daerah guna optimalisasi pelayanan
di bidang pengelolaan aset daerah;
membimbing, membina dan mengawasi pengelolaan aset daerah guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan aset daerah:
memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan evaluasi;
membimbing dan menilai kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas;
meneliti kelengkapan administrasi dan atau persyaratan teknis pemberian
ijinfrekomendasi penggunaan aset daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan
persyaratan yang berlaku;
melaksanakan inventarisasi dan analisis kebutuhan barangfjasa berdasarkan
usulan dari unit kerja untuk menentukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan;
melaksaralkkan pengadaan barang/jase sesuai dengan jumlah anggaran yang
tersedia untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa daerah;
melaksanakan distribusi barang/jasa kepada unit kerja yang membutuhkan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan; |
melaksanakan proses administrasi pengadaan barang/jasa sesuai dengan
ketentuan yarg berlaku agar dapat diketahui data aset daerah;
melaksanakan pengendalian pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh unit
kerja pengguna anggaran sehingga sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
melaksanakan pemeliharaan, pemanfaatan dan perubahan status hukum aset
daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi APBD; |
melaksanakan pengelolaan benda berharga sesuai dengan fungsinya dalam
rangxa peningkatan penerimaan daerah;
mengontrol penyelenggaraan pengelolaan aset daerah sesuai dengan pembagian
tugas masing-masing pegawai sehingga pelaksanaan pengelolaan aset daerah
dapat berjalan lancar,
menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data
sebagai bzhan analisis kebijakan;
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(1)

(2)
(3)

memberikan informasi kebijakan teknis pengelolaan aset daerah guna
meningkatkan pemahaman terhadap pengelolaan aset daerah,
melaksariakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembag2
masyarakat dan/atau masyarakat terkail baik secara formal maupun informal guna
memperoleh kesatuan pendapat,
membina, membimbing dan mengawasi teknis fungsional UPT dan Camat dalam
melaksanakan tugas yang dilimpahkan dalam lingkup tugasnya,
melaporkan  kegiatan  Sub  Bidang Aset kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban kegiatan;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya guna
tercapainya tujuan organisasi.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang
menunjang oelaksanaan tugas Badan sesuai dengan keahlian bidang masing-
masing berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaku'kan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATAKERJA

Pasal 31

Kepala Badan delam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan oleh Bupati.

Bagian dan Bidang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian dan Kepala
Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan,
sedangkan Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan
Kepala Sub Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab
xepada Kepala Bagian dan Kepala Bidang yang membawahinya.

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-

masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya
dan ditunjuk oleh Kepala Badan.
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T agdl Vg

Dalarn melaksanakan tUgasnya, Kepa|a Badan, Kepala Bagiaﬁl Kepala B|dang Kepala
oub Bagian dan Kepala Sub Bidang serta para Pejabat Fungsional wajib menerapkan
pr;nsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal

paik dalam iingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan
1gas pokoknya.

Pasal 34

) Setizp pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

2) Seiiap pimpinan satuan organisasi harus menaati perintah/petunjuk atasan dan
bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan
terkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diclah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(4) ©Calam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan orgainsasi lain yang secara fungsional
rnempunyai hubungan kerja.

(5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan
organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada
bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

Para Kepala Bidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pengelolaan
Keuvangan Daerah menyampaikan laporan kepada Kepala Badan dan berdasarkan
laporan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala Badan.

BABV
KETENTUAN LAIN-LAIN

" Pasal 36

(1) Rincian tugas Jabatan Strukturai dan uraian tugas Jabatan Fungsional Umum
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan berdasarkan formasi
iabatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bugati.

)  Pembentukan Sub-sub Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Badan, berdasarkan jumlah, sifa, jenis dan beban kerja.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTU?
Pasal 37

.pal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaanny?
o

glur 18bin lanjut dengan Peraturan Kepala Badan.
gi

Pasal 38

seraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

joar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini

ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto
pada tanggal 21 Dec 2004
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